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ABSTRAK

Judul Tesis : KEWENANGAN POLRI DALAM MEMBERANTAS NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN   2009  TENTANG NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 200/PID.SUS/2015/PT-MDN)
Nama/NPM  : Indra Fadhillah Siregar / 15260022                                     

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Badan Reserse Kriminal Polri  (Bareskrim Polri). Tugas-tugas Bareskrim selain mengadakaan pembinaan fungsi dan penyelidikan terhadap tindak pidana juga menyelenggarakan fungsi identifikasi untuk kepentingan pelayanan umum dan penyidikan. Tugas lainnya diantaranya menyelenggarakan pembinaan teknis, pembinaan penyelidikan tindak pidana, fungsi identifikais dan kegiatan lain yang merupakan tugas Satuan Reserse dan Kriminal dalam lingkungan Polres, menganalisis setiap kasus dan isu menonjol serta bagaimana pelaksanaannya, dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Reskrim. Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kasat Reskrim. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasat Reskrim berada di bawah naungan Wakapolres. Sedang Tugas Direktorat Tindak Pidana narkoba  hanya khusus menangani menangani tindak pidana narkoba. Rumusan masalah yang  penulis bahas dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana upaya Bareskrim Mabes Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkotika dalam memberantas narkotika dan (2) Bagaimana kendala  Bareskrim Mabes Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkotika dalam memberantas narkotika ?. Metode penelitian yang penulis lahukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang upaya Bareskrim Mabes Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkotika dalam memberantas narkotika dan  kendala  Bareskrim Mabes Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkotika dalam memberantas narkotika, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Efektifitas Pemberantasan  Narkotika melalui program Pencegahan berbasis sekolah (School Based Prevention) lebih mudah dilaksanakan dikarena sekolah lebih berstruktur sehingga dapat diadakan pengawasan meskipun dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu. Dalam melaksanakan pendidikan pencegahan di sekolah dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler yang menyangkut upaya meningkatkan kualitas hidup secara bertahap disisipkan pengetahuan atau pelajaran yang bertujuan untuk mensisialisasikan kebijakan penanggulangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika
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